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PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr

I
s N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 28 Juni 1991, umur 30 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru, Riau, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir / 00 0000, umur 2022 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Propinsi

Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2022, yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor
346/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 07 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai
berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2020, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit raya Kota Pekanbaru
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sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/20/1X/2020
tertanggal 14 September 2020;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat
berstatus sebagai Gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat
taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan
Akta Nikah;
4, Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua
Penggugat yang beralamat di Jalan Rawa indah seperti alamat Penggugat
diatas sampai berpisabh;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan
belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula
berjalan rukun dan damai akan tetapi sekitar pada Bulan Agustus tahun
2021 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
- Tergugat tidak nyaman lagi dengan keadan Penggugat yang
susah berbicara;
- Tergugat tidak perhatian sehingga Penggugat merasa tidak
dihargai;
- Tergugat orang nya keras kepada penggugat yang membaut
penggugat sangat ketakutan bahkan berbicara tergugat juga berkata
kata kasar dengan kerasnya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 September 2021 Tergugat datang
kepada orang tua Penggugat dan langsung memulangkan Penggugat
kepada orang tuanya dan semenjak kejadian tersebut Penggugat sudah
tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang telah
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menyakiti Penggugat lahir dan bathin semenjak itu pula antara Penggugat
dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baim serta tidak lagi
saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri meskipun Penggugat
dan Tergugat masih tinggal serumah;

8. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
sering didamaikan dan dinasehati oleh kedua orang tua penggugat namun
tidak menghasilkan apa apa;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa
yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat
untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Aulia Hidayat Bin
Nadirlan). kepada Penggugat (Citra Wardhani Putri Binti Sudarman
Umar);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

kepada Penggugat;
Subsider :
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu

tidak disebabkan suatu halangan yang sabh;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

l. Bu
kti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 465/20/1X/2020, tanggal 14
September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bukit raya Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan dengan aslinya,
ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) dan
diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;;

Il. Bukti Saksi
1. Nama saksi pertama, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rawa
Indah Perumahan Griya Mutazam Blok 4 RT.03 RW.08 Kelurahan
Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ibu kandung Penggugat;
Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri;

Bahwa perniakahn Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
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Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah
saksi di Rawa Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan
Tenayan raKota Pekanbaru;

Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021, rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di
sebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat kurang
komunikasi;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat
bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
semenjak bulan Agustus 2021;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Sumatera Barat;
Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi ;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nama saksi kedua, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sei Mintan No0.53
Kedlurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
abang kandung Penggugat;

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

suami isteri;
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Bahwa perniakahn Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di JI. Rawa Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai,
Kecamatan Tenayan raKota Pekanbaru;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021, rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di
sebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat kurang
komunikasi;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari
cerita orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Sumatera Barat;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi ;

Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya
mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat
diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan
Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan
perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a berikut
Penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan
Agama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo.
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1)
dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-
Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan
mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka
yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat
cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan
akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana
diuraikan pada bagian duduk perkara;
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Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat
mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang
dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga,;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat
bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian
duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang
dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian
telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum
sebagai persona standi in judicio, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah
pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama saksi pertama
dan saksi kedua adalah keluarga dan Penggugat, kedua orang saksi mengenal
Penggugat dengan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi
dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpabh,
maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg
dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi
syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama
saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara
Penggugat dengan Tergugat kurang komunikasi akibatnya Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang
dan sudah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi
menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;
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Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
yang bernama saksi pertama dan saksi kedua telah memberikan keterangan
di persidangan tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara
Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang
lalu sampai sekarang serta telah didamaikan tetapi tidak berhasil. Dari
keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai
relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi
tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima
kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat
sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi
tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi adalah tetangga dan
saudara sepupu Penggugat, namun Majelis menilai keterangan para saksi
tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) sesuai dengan
Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003,
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308
ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas
minimal pembuktian saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan dan
dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan
kepada salah satu pihak saja, namun Tergugat sendiri telah melepaskan hak
jawabnya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya
kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran
tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau
benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi putusan
Mahkamah Agung R.l. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan
Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;
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Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu

sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi
sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan tetapi
tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi/orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi
untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari petimbangan-pertimbangan di atas, maka
merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat.
Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau bersatu
lagi dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana layaknya suami
isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya
harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dinyatakan terbukti secara sabh;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan pandangan bahwa pada
dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang
tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman
Allah pada surat A-Ruum ayat 21 aa3 ;s 5355 aSiu Ja5s lé.:j! lgiScuil
demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam
kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud
lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang

berkelanjutan tersebut;
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Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian
biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan
adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai mitsaagan ghalidzan (ikatan yang
sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk
mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada
pada kondisi yang telah pecah (broken marriage) dan tidak layak untuk
dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan
mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar
dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah
wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:
Js , ssall (kemudharatan itu harus dihindarkan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti
secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis
Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap
telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat yang tanpa
dibenarkan oleh hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat atas perkara ini
telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai
dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg;
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Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti
dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan
Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap kepersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx). kepada
Penggugat (XXXXXXXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 390.000 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. AbdurRahman, SH,M.H. dan Dra. Raudanur, M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Zuriati, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
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Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abdurrahman, SH,M.H.

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.
Perincian Biaya:
Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara . Rp 50.000,00
PNBP : Rp .20 000,00
Panggilan . Rp 270 .000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 10.000,00
JUMLAH : Rp 390.000,00

( Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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